MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ™ 11 7 TAHUN 2022
TENTANG

STANDARD OPERATING PROCEDURE

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Menimbang

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 10 ayat (1)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan,
telah ditetapkan Standard Operating Procedure Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Perhubungan melalui Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KP 1632 Tahun 2018;

bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Komisi
Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik, perlu dilakukan penyesuaian
Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian
Perhubungan;

bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1632
Tahun 2018 tentang Standard Operating Procedure
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementerian Perhubungan, belum
mencantumkan informasi berkaitan dengan prinsip dan

semangat satu data, bantuan kedinasan atau bagi pakai



Mengingat

informasi, kepentingan perlindungan data pribadi, dan
aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang
Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian

Perhubungan;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1552, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun

2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa



Menetapkan

PERTAMA

Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 649);

8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun

2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun

2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis
dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 948);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 673);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
STANDARD OPERATING PROCEDURE PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Menetapkan Standard Operating Procedure (SOP) Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan
Kementerian Perhubungan, terdiri atas:

a. struktur dan tata kerja organisasi standard operating
procedure pejabat pengelola informasi dan
dokumentasi di lingkungan Kementerian
Perhubungan;

b. kewajiban PPID Kementerian Perhubungan;

c. mekanisme kerja; dan

d. kualifikasi/persyaratan personil yang melaksanakan
tugas.



KEDUA

KETIGA

Struktur dan tata kerja organisasi standard operating
procedure pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di
lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Menteri ini, terdiri atas:

1. Atasan PPID;

2. PPID Utamas;

3. PPID Pelaksana; dan

4. PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis

Kewajiban PPID di lingkungan Kementerian Perhubungan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf b,
disesuaikan dengan tugas dan = kewenangannya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagai berikut:

1. PPID Kementerian Perhubungan wajib:

a. menyediakan, membuka, dan memberikan informasi
publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan
dan cara sederhana, kecuali informasi yang
dikecualikan;

b. menyediakan informasi publik yang akurat, benar,
dan tidak menyesatkan;

c. membangun dan mengembangkan sistem
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan
pelayanan informasi publik;

d. membuat pertimbangan secara tertulis setiap
kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap
orang atas informasi publik; dan

e. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas

informasi publik yang dikecualikan.

2. pelaksanaan kewajiban PPID Kementerian Perhubungan

sebagaimana dimaksud angka 1) wajib memperhatikan:

a. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dengan

menyediakan sarana dan prasarana; dan



KEEMPAT

KELIMA

c. akses informasi publik bagi penyandang disabilitas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3. dalam  menjalankan  tugasnya, <dalam = rangka
mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia, PPID
Kementerian Perhubungan dapat melaksanakan
wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan/atau berkoordinasi dengan
Walidata baik di instansi pusat maupun di instansi
daerah;

4. PPID Kementerian Perhubungan dapat memberikan
bantuan kedinasan di bidang layanan informasi publik
kepada badan publik lainnya yang meminta, dengan

persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelayanan PPID dilaksanakan pada lokasi layanan

informasi sebagai berikut:

1. PPID Utama berada di Gedung Cipta Lantai 1 Jalan
Medan Merdeka Barat Nomor 8 atau melalui website
dan aplikasi PPID Kementerian Perhubungan; dan

2. PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana
Teknis (UPT) berada di masing-masing lokasi dimana
PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT berada.

Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA huruf ¢, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Menteri ini, meliputi:

Standar Permintaan Informasi Publik;

Standar Pengajuan Keberatan;

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Penyusunan Daftar Informasi Publik;

Penyusunan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
Pendokumentasian Informasi Publik;

Standar Pengujian Konsekuensi;

RS N 0 T e

Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang
Disabilitas Tuna Netra;



9. Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang
Disabilitas yang Menggunakan Kursi Roda; dan
10. Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang

Disabilitas Tuna Rungu.

KEENAM ? Kualifikasi persyaratan personil yang melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA huruf d,
sebagai berikut :

1. Kualifikasi atau Persyaratan Personil PPID Utama
Manager . Pejabat yang memiliki fungsi
Informasi pelaksanaan komunikasi dan

informasi publik

Manager :  Pejabat yang memiliki fungsi

Sistem pengembangan sistem

Informasi teknologi informasi dan
komunikasi

Manager : Pejabat yang memiliki atau

Dokumentasi menguasai dokumentasi di
lingkungan Sekretariat
Jenderal

Pengelola :  Seluruh unit  bagian di

Dokumentasi lingkungan Sekretariat
Jenderal

Petugas :  Pegawai yang memiliki

Informasi kompetensi dalam  bidang

pelayanan, pengelolaan, dan
penyimpanan informasi serta

fungsional dan kehumasan

2. Kualifikasi atau Persyaratan Personil PPID Pelaksana
Manager : Pejabat yang memiliki fungsi
Informasi pelaksanaan komunikasi dan

informasi publik
Manager : Pejabat yang memiliki atau
Dokumentasi menguasai dokumentasi di

lingkungan Inspektorat



Jenderal atau Direktorat

Jenderal dan atau Badan
Pengelola :  Seluruh  unit  bagian  di
Dokumentasi lingkungan Inspektorat

Jenderal atau Direktorat

Jenderal dan/atau Badan

Petugas :  Pegawai yang memiliki

Informasi kompetensi dalam = bidang
pelayanan, pengelolaan, dan
penyimpanan informasi serta
fungsional dan kehumasan di
lingkungan Inspektorat
Jenderal atau Direktorat
Jenderal dan/atau Badan

Kualifikasi atau Persyaratan Personil PPID Pelaksana
UPT

Manager : Unit yang menangani tugas
Informasi dan dan fungsi di bidang
Dokumentasi Ketatausahaan atau Humas di
Unit Pelaksana Teknis
Pengelola : Pejabat struktural / petugas
Dokumentasi yang membidangi kehumasan
/ketatausahaan /data/

program/ bidang di lingkungan
Unit Pelaksana Teknis

Petugas :  Pegawai yang memiliki

Informasi kompetensi dalam  bidang
pelayanan, pengelolaan, dan
penyimpanan informasi serta
fungsional dan kehumasan di
lingkungan Unit Pelaksana
Teknis



KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN :

KESEPULUH

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA
dibebankan pada:

a. PPID Utama berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan;

b. PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT berdasarkan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-

masing unit kerja.

Pelaksanaan PPID dilaporkan kepada Menteri Perhubungan
secara berjenjang setiap 1 (satu) tahun sekali atau
sewaktu-waktu dibutuhkan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan
pengawasan dalam pelaksanaan PPID di lingkungan

Kementerian Perhubungan.

Pada saat berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KP 1632 Tahun 2018 tentang
Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian

Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




KESEBELAS Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2022

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

Ketua Komisi Informasi Pusat;

Sekretaris Jenderal;

Inspektur Jenderal,

Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;

Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
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Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan;
7. Para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan;
8. Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
9. Ketua Mahkamah Pelayaran;
10. Para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan

Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

EPA IRO HUKUM,

A

3
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 117 TAHUN 2022
TENTANG

STANDARD OPERATING PROCEDURE
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

A. STRUKTUR DAN TATA KERJA ORGANISASI STANDARD OPERATING
PROCEDURE PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

ATASAN PRI
MENTERI PERHUBUNGAN

PPID UTAMA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERLAN

PERHIBUNGAN

} VAN PRID PELARSANA PPID PELARSANA
INSPEETUR JENDIERAL REMENTEREAN DIREKTUR JENDERAL KEMENTERIAN REBALA BADAN KEMENTERIAN
FERHIBINGAN PERHLBLNGAN PERHLUBLNGAN
POID PELARSANAL PPID PELASSANA LBT

KREFALS UNIT PELAKSANA TERNIS KEPALA UNTT PELAKSANA TERNIS




I1.

I11.

Atasan PPID
PPID Utama
Manager

Informasi

Manager

Sistem Informasi

Manager

Dokumentasi

Pengelola
Dokumentasi

Petugas Informasi

PPID Pelaksana

Manager Informasi

Manager
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Menteri Perhubungan

Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi

Publik

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan

Komunikasi Perhubungan

1) Kepala Biro Perencanaan;

2) Kepala Biro Kepegawaian dan
Organisasi

3) Kepala Biro Keuangan;

4) Kepala Biro Hukum;

5) Kepala Biro Umum;

6) Kepala Biro Layanan Pengadaan dan
Pengelolaan Barang Milik Negara;

7) Kepala Pusat Fasilitasi Kemitraan dan
Kelembagaan Internasional,

8) Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi
Berkelanjutan; dan

9) Ketua Mahkamah Pelayaran.

Para Eselon Il di lingkungan Sekretariat
Jenderal

Pegawai Biro Komunikasi dan Informasi
Publik

Inspektur  Jenderal, Para  Direktur
Jenderal, dan Para Kepala Badan
Sekretaris Inspektorat Jenderal, Para
Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Para
Sekretaris Badan

Para Eselon Il di lingkungan Inspektorat




IV.

Dokumentasi
Pengelola
Dokumentasi

Petugas Informasi

PPID Pelaksana
UPT

Manager Informasi
dan Dokumentasi
Pengelola

Dokumentasi

Petugas Informasi

-12 -

Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan
Para Eselon Il di lingkungan Inspektorat
Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan
Pegawai yang menangani bidang
kehumasan di lingkungan Inspektorat
Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan

Kepala UPT

Unit yang menangani tugas dan fungsi di
bidang Ketatausahaan atau Humas
Pejabat struktural / petugas yang
membidangi kehumasan/ ketatausahaan/
data/program/bidang

Pegawai yang menangani kehumasan/
ketatausahaan/data/program di

lingkungan unit kerja



B. MEKANISME KERJA

P o

Standar Permintaan Informasi Publik

Pelaksana Muin Baku
No| Urian Jems Hegiatan Petugas
Masyarakat tnfo 3 Kelengkapan Walktu Output
1 |Permohonan Informasi O ! Formulir Informasi| 10 Menit Formulsr
| Idenntas Pemohon
: Informas:
7 | Smetichl Sreukt aruent KT/ NFWP/Akta | 10 Menit Data
Pendirian Badan
Hukum)
Registran: dan Menerusian - Regster
3 |Permonan Infermas: unml: di Permchonan 10 Ment Data
Proses Informas:
- Koordinas: dengan
4 Memproses permohonan Pemihic Informas | 5 Han Kega | Surnt
" it Kenn)
; Formulir
= |Memberikan Formube : -
® g Tertis Pem:ﬂmmm I’ Han Kega | Formulir
Menyampaikan Permohonan
6 |informasi dan Tanda Teama O— — e | 1Hari g | To0da
: Tenma




o

Standar Pengajuan Keberatan

Felaheany Murs Bakm
®o| Ummian Jenis Kegistan
Mazyurakat i ; PPID Atazan PFID | Eelengkapan ‘Walktu Output
Tormakr
y Msngrma Tura Ketaraiar o — - i e
[l 1nforman
Pormmlbr
Parmohonan
tn_nhuur.
" [Mtampriizs Symrat-symrat Mantiter Femadon 10 Miucit p—
CTF /NPWF, Alkta
Fendinar Hasan
Hitlaos
Fagisiram dan
: |MansrutianKsberaras .Im 10 Maxmt Daz
trdormas untak & Proses
i Formlir
Permononan
4 [Mamprocic Keberatan Informazi. 10 Han Kana Sarat
Kebaratan
{rdormasi
| Mamtuat Tanggasar, stas i Kapusasan Amcan :
% |iebaratan dsism bennik ”b % Harl Kamn | Espurassn
Malaieanalown ESpITIIEn Kepuratan Amcan
4 ',! % € i i Han Eana S
« |Memberioan miorman Pabix i Tands Tarima 1 Hasi Kena Tands
" |ann Tends Terima Informas informazi Terima
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Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Felaksana Fomist Standar Muty
- PPID Informasi
e o Pemohon | Peisksana | PPID Peisksans | PPID Urama m Pusst(K] | Kelenglapan | Wabt |  Outpu
UPT
1 | Apatsla tdak mendapatian Surat 30 hari | Surm
1Engpapan atas beberaman O ! I keberatan kerz | gugatan
yang teiah dizjulan kepada senglera
stazzn PPID dalem jangie
waktu 30 {tage puluh) hin
kerja sejak keberzan
diterima oleh stasan FPID
¥R marasa taak puas
terhadap informasi yang
dibarikan, pemohon
informasi dapat
menga ukan sengkets
! Surat gugatan | L han
1 | Pengajuan senghatz den sEngieta kerm | Serst
pemohon ditujukan kepada pengajuan
Komisi Informasi Pusaz{KIP} I sunghats
3 | Komisi informasi Pusat Surat 14 hari
manenima pengauEn pengauan | bera | Surat
senghuta Femohon lalu senghets palng | pembaritahy
memberikan Jurst pem lambat | an kepads
beritahuen kapada Atazen ipg Atazen PPID
PPID terkan senghets han
tersebut kerfa
4 | Ataszn PPID meperimsz 4 b
pembartabuan fenghets, il Surmt 1 hari
Atazzn PRD dapat pembernzhua | bans Syrat kuasa
mewakilkan senghets atau nbepids waw
ambatikan kusia kepada Arasen FRID dizpasis:
PPD Ltama, FPD
Peiakzana ateu PFID
Feaksama UPT
5 | PPID Pelaksana UPT dan . Surat 1 hari
PFD Pelaksana dibamtu pambariszhua | kara
glih PRED Unama n rEpaL Huzil rapat
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Penyusunan Daftar Informasi Publik

Hegiatan

Standar Moty

PROURT

PP Pelgisana

PPID Uzama

Atazan FFID

Kesnglapan

Output

PPID UPT membuat
usuian Diahtar
Informas! Publi
[DIF} Bl
menyerahkanmy
paoa FPID Pelaksanz

FPI) Petakaane
menenmg Daftar
Informasi Publik
(DUF) dari PRAD LIPT

Informasi Publi taiy

kepada
FFD

¥

d

A

mengajukannyz
PO Utama
Urama
menstaplan daftar
mfrmasi pubbk
ang teah
ficasifiasi
tasan PRI
memberdan
persatujuzn
tarhagip
pengtizarivasan
informis yang
digjukan okeh PRID
Utama gaiam bentuk
peraturan intemnal
Lementzrian

O._

Ciata dan informasi

Diaza dan Informasi

Surst usulan daftar
o publk

Draf Dahar
Informasi Publik

Diaftar Informasi
Pubfk yang teizh

Shankens

1 harikeria

5 hari bera

L harikera

1 hari ber

Usitan 0P

Usiddan DI

Suvuran Daftar
Informasi Publik

Klasifikasi DF

Craf Daftar
informasi Publi
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Penyusunan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Peiaksana Standar Mutu
e Kagiwtan PRI P Poelalimin FPID Utama Atpzan FRID | Kelenghapsn Waktu Durzpist i
1 | PPID UPT membust Date dan 5 han Ugnlan DR
usutan Caftar infermasi e Informasi kaen
Givecuatinn (DK lxla Y
manysrzhkannya pada
FRID Pellanns
1 | PFD Paiaksana jugs 1
membust Daftar
Informasi Dikecugidan
[CHR], serty mensrm Surat usalan & hari Surat
Eafrar informas Diafrar kefia pEmbertahean
Dikacualikan (DK ) darl inforemas sudah pernzh
PFRID UPT Dbepuaikan il ahukan wp
- likm sugah pernah oy kansekuent BB
dicakukan uji konsekwenzi FUTHL pEngTIRr
sebelumnye meka FRID wyil bongekuangi
Faabrans menyampairan BIRU LZUCER
permbertahusn bahwa Daftar informas
sudah parnah dilakukan Dibcecualiomn (DK}
uji boreluens:
= John belhisrmn dilakuken uji
komehuens maka PRD
Fazkianz menyampaiian
pemberitahusn kepads
FFID Utamz untul - Undangsn uji
ditpkukan uji konyekuens) knnias sng
3 slituan DIK
2. | PPID Utama - Daspaaisi
memenntahkan FRID Surat 1 hari - Dirad awat DI
Peiskrana untuk repat uji pangantar up | kena Kementeran
honsebuens kansekuens| - Barita scare up
dan usutan DIK toncedusn
4 | PFID UFT dibantu PRID
Feakiang = Undangan Uji | 2 han Derat rewis: DK
menyelenggaralan rapat honsakuensi [ Kementerign
uj eoniskuEng dpimpin = Wsudam (WK Berits aceva uji
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Pendokumentasian Informasi Publik

Pelakrans

Muru Baku

PPID Pelaksans
& FFID

Mengurpaiion dat miorasi
cari PPID Peigkasra & PPID
Peanzars LT yang sl
G AT R

I demtSus o
pesih jang e Suz sien BRI
Pexizana & PPID Pesgicans UPT

s At fan cierusiian)

]

Dy nformas:

Bl 3a a2 DETRTAZAEN GFTE
e verFRas mePer e
VRIS ST MErjImin heEsTar
ifferas st

Dam Informas

Msporion hacl peamasi=aan
indormeas yang talak
Sisrfiynioan woon Jangmn
jendzoya (Serte-mart, beaAlS
SESAF SEAL SA5 Slsstasian)
leapads Atazan FFITD

I D.

Daftar infermas)

Cafoar infarman

Dadenr Irgdermas)
L
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Standar Pengujian Konsekuensi

FFID Pelaksana
& PFID
Pelnksans UPT

T
{
E}j

SOEdmAn AN

;

‘Hazil rapas ui

wji komsalnuen

Draft na rapat

Ol

Eaputusan (H
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Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra

Pelaksana Mutu Baku
Petugas
informasi o Kelengkapan Wakiu Curtpurt
%'Em 10 mentt Data
Badan
B IHulcum),
Fowmmlie
110 menit
dalam
braile
% 10 menit Data
i dengan |5 han kefa | Surat
1t kerya pamubk
v
ormmbis thnlmrjl F ormmiifr
= T
yampadkan _ ada taumy — anda
fanda terima
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Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang Disabilitas

yang Menggunakan Kursi Roda

Pelakeana Tt By
| Petupas
No. Aktivitas 5a Lo Informasi [PPID Waktu | Output
- syarakat P Keterangan
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